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KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM 
KOTABIMA 

NOMOR 04 TAHUN 2007 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA BIMA,, 
PANl'TIA PEMIUHAN KECAMATAN, PANl'TIA PEMUNGUTAN SIJARA DAN 

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA 
PEMILU WAllKOTA DAN WAKIL WAUKOTI,. ilIMA TAHUN 2008 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 oyat (1) Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Doerah dan Pasal 10 ayat (3) 
huruf b Undang-Undang N0010r 22 Tahun 2007 tentang_ Penyelenggara 
Pemlllhan Umum, perlu dlretapkan Ol9l!nisasl dan tata ke!ja Sadan 
Penyelenggara dalam rangka Pemllu Walilalta dan Wakil Wallkota Blma Tahun 
2008; . 

b, bahwa berdasarlcim pertlmbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a, perlu 
dltetapkan daiam bentuk Keputusan Ko:nisi Pemilihan Umum Walikota dan 
Wakll Walllalta Blma; 

,·: . I. Undarig-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kotl! Blrna di 
Provinsl" Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188); 

2. Undang-Undang Nornor U Tahun 2003 tentang Pemillhan Umum Anggola 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, Dewan Perwakllan 
Rakyat Daerah (Lembara:, Negara Republik Indonesia ·rai1un 2003 Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahur. 2003 tentang Pemlllhan Umum Preslden 
dan Wakll Preslden (Lembaran Negara Republlk Indor.es/a Tahun 2003 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah, 
sebagalmana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 'rehun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemertntah PengganH Undang-undang Nornor 3 
Tahun 2005 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerlntahan Daerah menJadl Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan t..embaran NeQ8ra 
Nomor 4548); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemmhan 
Umum (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nornor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4nl); 

6. PerabJran Pemerintah NOO'IOf 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan dan PemberhentiarJ,Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah, 
sebagalmana diubah terakhlr kali ·dengan Peraturan Pemerintah Nornor 25 
Tahun 2007 ten!ang Perubahan Kedu.. etas Peraturan Pemenntah Nomor 6 
Tahun 2005 tentang PemiHhan, Pengesahan Pengangkatan dan 
Pemberhentlan Kepala Daerah don Wakll Kepala Daerah (l.embaf;ln Negara 
Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 4719); 

7. Keputusan Preslden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Drganisasl dan Tata 
Kerja Komis! Pemlllhan Umum; 

8. Keputusan Komis! Pemffihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etlk 
Pelaksanaan Pemilihan Umum; 

9. Peraturan Komis/ Pemnihan Umum Nornor 01 tahun 2007 tentang Pedornan 
Tatacara Penyelenggaraan Pemmhan Umum Kepala Daerah dan Wokll Kepala 
Daerah; 
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Pasal 40 

Keputusan In! mulal berlaku sejak. tangga! ditetapkan. 

Oltetapkan di Kota Blma 
Pada Tanggal 6 November 20<rl 

KOMISI PEMll.IHAN UMUM 
KOTABIMA 

Ketua, 

Ttd 

ILYASSARBINI, S.H • 
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